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AR M Ranea o o SIS  Rekomendas
1 Nama - =
2. Objek - - -
3 Subjek - = =
4, Dasar Pengenaan * - -
5. Tarif Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Disesuaikan dengan UU No.
Pasal 6 Pasal 6 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut : Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut : Daerah dan Retribusi Daerah
a. Tarif Sosial sebesar 6 % ( enam persen ). a. Tarif Sosial sebesar 6 % ( enam persen ).
b. Tarif Rumah Tangga Daya < 3500 Watt sebesar 6 % ( enam persen ). b. Tarif Rumah Tangga Daya < 3500 Watt sebesar 6 % ( enam persen ).
¢. Tarif Rumah Tangga Daya > 3500 Watt sebesar 10 % ( sepuluh persen ). | c. Tarif Rumah Tangga Daya > 3500 Watt sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
d. Tarif Bisnis sebesar 10 % (sepuluh persen). d. Tarif Bisnis sebesar 10 % (sepuluh persen).
e. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan | e. Tarif Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industr,
minyak bumi dan gas alam, larif-Pajak—Penerangan—dalan ditetapkan pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga
sebesar 3 % (liga persen). persen).
f. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendir, tarit Pajak-Pererangan | f. Tarif Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan
Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). kapasitas >200 KVA, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
6. Cara Penghitungan Pajak - - E
7. Wilayah Pemungutan - - .
8. | Masa Pajak - - -
8. Penetapan - - 5
10. | Tata Cara Pembayaran dan - - -
Penagihan
11. | Kedaluwarsa - B N
12. | Sanksi: - - :
a.  Administratif
b. Pidana
13. | Tanggal Mulai Berlakunya. Pasal Il - Telah sesuai dengan UU 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tahun 2009. 4
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Agar setiap oran
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Pekanbaru.

14.

Lain-lain

Ketentuan dalam angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah dan diantara angka 17
dan angka 18 disisipkan satu angka yaitu angka 17A dan angka 29 diubah
dan ditambah satu angka yaitu angka 30 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

2. Pemerinteh Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru.

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru.

7. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.

8.  Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

9. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
Lainnya, Badan Usaha Milk Negara atau Daerah dengan Nama dan
dalam Bentuk apapun, Fima, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha
Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;

12, Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

13. Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun
bukan PLN.
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Ketentuan dalam angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah dan diantara angka 17
dan angka 18 disisipkan satu angka yaitu angka 17A dan angka 29 diubah
dan ditambah satu angka yaitu angka 30 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1, Daerah adalah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru.

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru.

7. PLN adalah Perusahaan Listrik Negara.

8.  Pejabat adalah Pegawai yang diberi fugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang ftidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha millk negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
fima, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan benfuk Badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.

11, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

12, Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi
jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
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Disesuaikan dengan UU No.
28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
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Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggun
yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik.

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik.

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) bulan kalender.

Nomor Pokok Waijib Pajak Daerah adalah nomer yang diberikan kepada
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang kemudian
disingkat dengan NPWPD.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau
bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban yang-terstarg sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah-Surat-yang
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB,
adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanks| administrasi-dan jumlah yang harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat
SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB,
adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terhutang atau tidak seharusnyateshutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN adalah
Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama
besarnya dengan jumiah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan
tidak ada kredit pajak.
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Tenaga listrik adalah Tenaga listrik yang berasal dari

bukan PLN.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

dapat menggunakan tenaga listrik.

Waijib Pajak Penerangan Jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang

menggunakan tenaga listrik.

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya 1

{satu) bulan kalender.
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. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang dapat disingkat NPWPD,

adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mefaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau
bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKB,
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarmnya jumlah
pokok pajak, jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB,
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang.




26.

27.

28.

29,

30.

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi agministrasi berupa bunga
dan atau denda.

Surat Keputusan Pembefulan adalah Surat keputusan untuk
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah
yang lerdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Waijib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian-sengketa atas
banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur unfuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan
harta, kewajiban atau-utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah
harga peralehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan-rugHaba

Pemeriksaan  adalah serangkaran kegiatan  untuk—mrenear:
meng&mpu%kaﬂ—dan mengolah data daﬂatau-keterangan Iamnya—daiam

Penyzdlkan Tlndak Pldana D|b|dang Perpa]akan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilekukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukfi itu membuat terang tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Surat Tagihan Pajak Daahang disingkat STPD adalah Sura;t untuk

24.

25.

28.

27.

28.

29.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nlhl| yang dlsmgkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah pokok pajak yang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, danf/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan _daerah danfatau fujuan lain dalam rangka

?-..




elaksan an  ketentuan peran perundang-undang

perpajakan daerah.

30. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.
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